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Penyakit hewan menular memiliki potensi dampak yang luas, tidak hanya terhadap
kesehatan hewan tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi peternak serta kebijakan
pemerintah dalam upaya pengendaliannya melalui tindakan depopulasi. Dalam
implementasinya, kebijakan depopulasi tidak semata-mata berdampak pada aspek
kesehatan hewan, melainkan juga menimbulkan konsekuensi berupa kerugian ekonomi
yang signifikan bagi peternak yang terdampak. Walaupun telah terdapat pengaturan dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
pelaksanaannya masih menyisakan permasalahan terkait kepastian hukum dan
perlindungan peternak, terutama dalam hal mekanisme pemberian kompensasi.

Fokus dan pertanyaan penelitian yang diangkat adalah (1) Bagaimana ketentuan
hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi peternak yang terdampak
depopulasi akibat wabah penyakit hewan menular dan bagaimana dampaknya dari sudut
pandang para peternak di Desa Demuk? (2) Apakah ketentuan kompensasi dalam Pasal 44
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mencerminkan
prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi peternak? (3) Bagaimana pandangan figh
siyasah terhadap tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap
peternak pada saat terjadi wabah penyakit hewan menular?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang
tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah penerapannya
dalam realitas sosial masyarakat. Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan pendekatan
kualitatif yang menitikberatkan pada data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara,
observasi lapangan, serta studi dokumen yang relevan. Lokasi penelitian dilaksanakan di
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung serta peternakan di Desa
Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi peternak melalui
pengaturan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan depopulasi, prosedur
pelaksanaannya, dan pemberian kompensasi terhadap ternak sehat yang dimusnahkan,
namun perlindungan tersebut belum bersifat komprehensif karena belum mengatur secara
tegas kompensasi bagi ternak yang telah terinfeksi sehingga belum sepenuhnya menjamin
perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian bagi peternak. (2)
Ketentuan kompensasi dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian
hukum karena hanya memberikan kompensasi kepada ternak sehat yang dimusnahkan,
sedangkan peternak yang kehilangan ternak akibat terinfeksi wabah justru menanggung
kerugian ekonomi terbesar tanpa memperoleh jaminan kompensasi yang memadai. (3)
Dalam perspektif figh siyasah, kebijakan depopulasi merupakan kebijakan yang

XXiii



dibenarkan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar berdasarkan prinsip dar'u al-
mafasid mugaddam 'ala jalbi al-masalih dan maslahah, namun pelaksanaannya tetap harus
memperhatikan prinsip hifz al-mal, la darar wa la dirar, keadilan, dan amanah, sehingga
negara berkewajiban memberikan perlindungan serta kompensasi yang adil kepada
peternak sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan
depopulasi.
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Animal livestock infectious diseases have the potential for broad impacts, not only
on animal health but also on the economic stability of livestock farmers as well as
government policies in efforts to control them through depopulation measures. In its
implementation, depopulation policies not only affect animal health aspects but also cause
significant economic losses for affected livestock farmers. Although there are regulations
in Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, its
implementation still leaves problems related to legal certainty and protection of livestock
farmers, especially in terms of compensation mechanisms.

The research questions raised are (1) How does positive law in Indonesia regulate
legal protection for livestock farmers affected by depopulation due to outbreaks of livestock
infectious diseases and what are the impacts from the perspective of livestock farmers in
Demuk Village? (2) Do the compensation provisions in Article 44 of Law Number 18 of
2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health reflect the principles of justice and
legal certainty for livestock farmers? (3) What is the view of figh siyasah regarding the
state's responsibility in providing protection for livestock farmers during outbreaks of
livestock infectious diseases?

This research uses a juridical empirical approach, namely an approach that does
not only focus on applicable legal norms but also examines their application in social
reality. This research is a case study with a qualitative approach that emphasizes descriptive
data obtained through interviews, field observations, and relevant document studies. The
research was conducted at the Department of Animal Husbandry and Animal Health of
Tulungagung Regency and livestock farms in Demuk Village, Pucanglaban District,
Tulungagung Regency.

The results of this study indicate that: (1) Indonesian positive law has provided
legal protection for livestock farmers through regulations governing the government's
authority to implement depopulation measures, the procedures for their implementation,
and compensation for healthy livestock culled based on epidemiological considerations.
However, such protection has not yet been comprehensive because it does not explicitly
regulate compensation for infected livestock, thereby failing to fully ensure legal
protection, legal certainty, and recovery of losses suffered by livestock farmers. (2) The
compensation provisions under Article 44 of Law Number 18 of 2009 concerning Animal
Husbandry and Animal Health, as lastly amended by Law Number 6 of 2023, do not fully
reflect the principles of justice and legal certainty, as compensation is granted only for
healthy livestock that are culled, while farmers whose livestock are infected bear the
greatest economic losses without receiving adequate compensation. (3) From the
perspective of figh siyasah, the depopulation policy is justifiable as a means of preventing
greater harm based on the principles of dar'u al-mafasid muqgaddam 'ald jalbi al-masalih
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and maslahah. Nevertheless, its implementation must also uphold the principles of hifz al-
mal, ld darar wa la dirar, justice, and trustworthiness (amanah), thereby requiring the state
to provide legal protection and fair compensation to livestock farmers as a manifestation
of its responsibility for the losses resulting from the depopulation policy.
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